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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

"3BAWASLU

Jalan PLN, Kelurahan Tiakur Kec. Moa-Lakor
email : set. malukubaratdaya@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Menimbang

Mengingat

¢ a.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum serta telah dimulainya tahapan
penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, maka
dipandang perlu membentuk Sentra Penegakan Hukum
Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Maluku Barat Daya.

Bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra
Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri dari unsur
Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepolisian
Resort Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kejaksaan
Negeri Maluku Barat Daya dengan tujuan untuk
menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak
pidana pemilu pada tahapan penyelenggaraan
pemilihan umum tahun 2024.

Bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya
Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum
Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Maluku Barat Daya.

. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

Undang Undang Hukum Acara Pidana;

. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pelanggaran Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum
Terpadu.

MEMUTUSKAN :

Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra
Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya,
Kepolisian Resort Maluku Barat Daya dan Kejaksaan Negeri
Maluku Barat Daya.

Tugas Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan
Umum  Kabupaten  Maluku  Barat Daya  dalam
penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 mengacu
pada ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan
Hukum Terpadu.

Masa tugas Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Maluku Barat Daya sampai dengan
selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini, dibebankan kepada Rincian Anggaran
Belanja (RAB) Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Barat Daya.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan,
maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 1 Mei 2024

Ketua,

MARTHINUS KERLELY, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sentra Gakkumdu Pusat di Jakarta;
2. Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku di Ambon;

3. Arsip.



Lampiran

Keputusan Badan Pengawas

Pemilihan

Umum Kabupaten Maluku Barat Daya

Nomor 7 Tahun 2024
Tentang

Pembentukan Sentra Penegakan Hukum
Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Barat Daya.

STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

SARDI, S.Pd

) | - NAMA | JABATAN UNSUR
MARTHINUS KERLELY, SH PENASEHAT BAWASLU
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PEMBINA

10

MARYONS W. POHWAIN, SE

KOORDINATOR

BAWASLU

BAWASLU

OR

SEKRETARIS

BAWASLU

21. | AUDREY O. BALTHAZAR, SH ANGGOTA BAWASLU
22. | SANTOS J. SEPTORY, SH ANGGOTA BAWASLU
23. | DANIEL JOLTUWU, SH ANGGOTA BAWASLU
24. | YAKOB BANI, SE ANGGOTA BAWASLU
25. | MIRYAM WEWARKEY, S.Pd ANGGOTA BAWASLU
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